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Abstract

During the past decades, the effectiveness of prison development program in terms of terrorist
prison remain a serious question in particular its affectivity. Various problems that occur later
became the root of other problems which weakened the function of prisons as institutions for
social improvement. To fill this gap, the purpose of this study is to examine (1) the effectiveness
of empowerment program for terrorist prison situated in prison class IIl Gunung Sindur Bogor;
(2) the future model of prisoner guidance. Grounded in empirical juridical method, the
secondary data were derived from legislation and literature data of terrorism, while the primary
data were collected from Focus Group Discusion (FGD) with the officers and prisoners. The
results obtained from this study indicate that there are still problems in a number of management
aspects such as the ratio of prison officers and inmates and the unoptimum implementation of
various empowerment programs in preparing the assimilation process in society.
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Abstrak

Efektivitas lapas dalam menanggulangi tindak pidana teroris memunculkan pertayaan serius
apakah efektivitas lapas pembinaan narapidana saat ini masih relefan atau tidak. Berbagai
permasalahan yang kemudian menjadi akar dari permasalahan lainnya kemudian melemahkan
fungsi lapas sebagai institusi perbaikan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui (1) efektivitas pemberdayaan lapas klas 1l gunung sindur Bogor, (2) model
pembinaan narapidana di masa mendatang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.
Data sekunder dari perundang-undangan dan data kepustakaan yang berkaitan dengan
terorisme,data primer didapatkan melalui Focus group discussion (FGD). Hasil yang didapatkan
dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan pada sejumlah aspek
pengelolaan seperti rasio petugas lapas dan narapidana dan kurang optimalnya implementasi
berbagai program pemberdayaan dalam mempersiapkan proses asimilasi di masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Program Pemberdayaan; Terorisme.

! Artikel ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan dana pribadi dan dilaksanakan berdasarkan Surat
Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Nomor: 264/S/FH.UW/V/2019.
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A. Pendahuluan

Terorisme pada dasarnya adalah strategi
politik yang dilakukan sekelompok orang
dengan cara membunuh sekelompok orang
dengan tujuan untuk memunculkan rasa
takut dan reaksi yang berlebihan (Law
2020). Sepanjang sejarah  peradaban
manusia, terorisme telah menjadi momok
yang menakutkan, terutama karena tindakan
terorisme seringkali menjadi penyebab dari
jatuhnya  banyak korban jiwa dari
masyarakat sipil yang tidak memiliki
keterkaitan = secara  langsung  dengan
pergerakan terorisme tersebut. Keadaan
tersebut sejalan dengan pendapat
(Tauhidillah 2009) bahwa terorisme selalu
identik dengan kekerasan dan pertumpahan
darah.

Berdasarkan pendapat Che Nordin
(2017), akar dari terorisme adalah sebuah
sikap radikal yang terdorong oleh
pandangan dan tingkah laku yang ekstrim
dalam menuntut sebuah perubahan. Pada
dasarnya, terdapat berbagai faktor dan latar
belakang yang kemudian mendorong
munculnya tindakan terorisme. Meski
demikian, latar belakang yang seringkali
mendasari  tindakan terorisme adalah
simplifikasi yang dikaitkan dengan agama,
sebagai landasan ideologi yang paling
ekstrim (Sujasmin 2017). Pendapat tersebut
didukung oleh pernyataan Perdana (2016)
bahwa motif yang mendasari seseorang
melakukan kegiatan terror adalah keyakinan
dan fanatisme keagamaan yang negatif,
sehingga pada akhirnya muncul keyakinan
bahwa sebuah pemerintahan atau ajaran
agama lain adalah salah. Sementara itu
Mati¢, Dremel, dan Saki¢ (2015)
menyatakan bahwa ketidakadilan sosial,
yang kemudian menjadi akar dari berbagai
ketidakadilan di bidang lainnya, menjadi
dasar dari kemunculan tindakan terorisme.

Selain dari adanya ketidakpuasan sosial,
kesenjangan  ekonomi  juga  menjadi
permasalahan  terbesar kedua  dalam
pembentukan pola pemikiran terorisme
(Khan dan Ruiz Estrada 2016; Akhmat et al.
2014), setelah permasalahan utama yaitu
tingginya tingkat kemiskinan masyarakat
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(Enders, Hoover, dan Sandler 2016;
Emozozo 2018; Krueger dan Maleckova
2002). Sejalan dengan pendapat-pendapat
tersebut, Wahid, Sunardi, dan Sidik (2004)
menyatakan bahwa terorisme lahir dan
tumbuh dari rasa kekecewaan akibat
perlakuan tidak adil yang berlangsung lama
dan tidak ada harapan untuk adanya
perubahan.

Faktor sosial dan ekonomi bukan hanya
faktor pendorong bagi seseorang untuk
terlibat  dalam  kegiatan  terorisme.
Kepribadian seseorang dapat menentukan
potensinya untuk menjadi seorang teroris
apabila mendapatkan stimulan eksternal
yang kuat. Musfia (2017) menyatakan
bahwa terdapat berapa jenis kepribadian
yang  mendukung  seseorang  untuk
bergabung dengan kelompok teroris yaitu
narsistik, pembangkang, psikopatologi dan
fanatik  religius. Kepribadian narsistik
diperoleh dari kepercayaan yang tinggi
terhadap dirinya sendiri sehingga mereka
melakukan evaluasi dan penilaian terhadap
orang lain melalui perspektif diri mereka
sendiri. Hal tersebut yang menjadik gan
mereka meligimitimasi tindakan-tindakan
kekerasan sebagai justifikasi atas kebenaran
yang  mereka  yakini. Kepribadian
pembangkang yaitu, mereka yang bergabung
kedalam kelompok teroris adalah mereka
yang menentang sistem yang dianut di
Indonesia. Keyakinan terhadap hukum islam
membawa mereka pada penentangan
terhadap aparat sebagai bentuk perlawanan
terhadap pemerintah. Kepribadian
psikopatologi  yaitu  kondisi  mental
seseorang yang tidak stabil sehingga
mendorong seseorang untuk melakukan
kejahatan secara berulang-ulang. Sedangkan
kepribadian fanatik religius yang membawa
pada pandangan ekstrim terhadap sesuatu
termasuk dengan makna jihad pada orang
yang fanatik mereka akan memaknai jihad
itu sebagai “Jihad Bi Makna Qital” yaitu
jihad yang diartikan sebagai perang. Hal ini
membawa dampak yang besar bagi
seseorang yang memilih bergabung ke
dalam terorisme.
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Terorisme merupakan permasalahan
yang besar, tidak hanya bagi negara yang
menghadapinya, tetapi juga dampak secara
luas bagi negara-negara di sekitarnya.
Dampak dari munculnya gerakan SIS
(Islamic States of Iraq and Syria), terbukti
tidak hanya memberikan pengaruh terhadap
Irak maupun Suriah sebagai negara
terdampak langsung, tetapi juga
memberikan dampak yang besar terhadap
perekonomian global (Khan, Ruiz Estrada,
dan Yusof 2016). Hal yang serupa juga
terjadi di Turki (Ruiz Estrada, Park, dan
Khan 2018) dan Indonesia (Mardenis dan
Tegnan 2018).

Pada dasarnya, terorisme bukanlah
sebuah fenomena yang baru, tetapi
merupakan rangkaian dari perkembangan
pemahaman yang bersifat radikal, dan telah
terjadi sejak lama. Sebagaimana dinyatakan
oleh (Gibbs 2010) dalam artikelnya terkait
dengan perspektif terorisme di dunia, aksi
teror yang dilakukan sekelompok orang
pertama kali diindikasikan terjadi di
Amerika sejak tahun 1880an. Penyebab dari
munculnya berbagai tindakan terorisme
umumnya sangat beragam. Meski demikian,
berdasarkan pendapat dari Krieger dan
Meierrieks (2008), aksi teror umumnya
muncul di negara-negara yang memiliki
jumlah populasi yang tinggi, memiliki
tingkat ekonomi yang cukup baik (sehingga
diindikasikan bahwa ekonomi bukanlah
faktor utama yang menyebabkan munculnya
tindakan-tindakan terorisme), terbuka secara
politik, tetapi belum memiliki stabilitas
negara yang baik secara umum. Selain itu,
Shahrouri  (2008) menyatakan bahwa
terorisme seringkali terjadi di negara yang
menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Terorisme lahir dari  serangkaian
pemahaman dan  untuk  mengambil
kekerasan sebagai cara atau solusi dari
permasalahan yang dihadapi (Leistedt
2013), baik oleh individu maupun oleh
kelompok, maupun oleh instrumen-
instrumen yang didukung sebuah negara
dalam mencapai berbagai tujuan politik dari
kelompok atau individu tersebut (Mazhar,
Khan, dan Goraya 2013). Pendapat serupa
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juga dinyatakan oleh Raza Rahman et al.
(2013). Menurutnya, terorisme merupakan
hasil dari sebuah proses radikalisasi yang
dilakukan secara simultan dan konsisten,
untuk mendukung pergerakan yang bersifat
politis, ataupun religius. Sementara itu,
Bouhana dan Wikstrom (2010), menekankan
bahwa tindakan teror dilakukan seseorang
karena doktrinasi negatif terhadap nilai-nilai
moral seseorang atau suatu kelompok,
tentang penilaian atas apa yang benar dan
apa yang salah. Okamoto and Bladek
(2011), menyatakan terorisme sangat
tergantung terhadap terhadap tindakan
kekerasan atau ancaman, untuk menciptakan
rasa takut terhadap masyarakat yang
menjadi target dari tindakannya.

Meskipun sangat berbahaya, pada
kenyataannya rasa takut atau teror yang
dimunculkan dari tindakan terorisme
terhadap sebuah negara atau masyarakat,
seringkali meningkat secara signifikan
dengan munculnya berbagai liputan yang
dilakukan ~ media  dengan  berbagai
metafornya (Spencer 2012). Sehingga
seringkali, justru media menjadi sarana bagi
kegiatan terorisme untuk meningkatkan
eskalasi  ketakutan  publik, sehingga
memberikan ruang yang besar bagi tindakan
terorisme untuk terus berkembang (Marin
2011). Tidak hanya itu, pemerintah di suatu
negara menjadi kontributor besar dalam
perkembangan tindakan terorisme.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Miller dan Davison (2011) tentang kaitan
antara negara dan terorisme, ditemukan
bahwa pemerintah yang lemah, memberikan
ruang yang luas bagi teroris untuk
berkembang. Indikator dari lemahnya suatu
pemerintah antara lain adalah
ketidakmampuan untuk melindungi hak
asasi warga negaranya, lemahnya penegakan
hukum, dan ketidakstabilan politik yang
seringkali menjadi sumber dari kemunculan
konflik di masyarakat.

Dampak dari terorisme umumnya
terjadi di berbagai sektor. Sektor sosial
merupakan sektor yang paling terdampak
oleh tindakan terorisme. Menurut Geys dan
Qari  (2017), tindakan terorisme akan
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merusak tatanan sosial, sehingga muncul
rasa tidak saling percaya, dan menurunkan
kemampuan publik untuk bekerja sama
dalam tatanan sosial. Selain itu, terorisme
umumnya memberikan dampak yang
signifikan terhadap perkembangan ataupun
stabilitas ekonomi sebuah negara. (zinkota et
al. (2010), menyatakan bahwa secara global,
tindakan terorisme telah ~memberikan
dampak negatif terhadap perkembangan
bisnis di dunia. Tidak hanya itu, Jabeen and
Choudhry (2013) menyatakan bahwa
terorisme memberikan dampak negatif
terhadap keamanan, kemakmuran, stabilitas,
keamanan, koordinasi dan kerjasama,
pertemanan dan persahabatan diantara
negara-negara yang saling berdekatan. Salah
satu contohnya adalah India dan Pakistan.
Tindakan terorisme yang terjadi di kedua
negara ini, telah memberikan dampak yang
besar terhadap penciptaan perdamaian antara
India dan Pakistan, dan menyulitkan
realisasi dari perdamaian tersebut (Javaid
2011). Oleh karena itu, diperlukan sebuah
proses deradikalisasi untuk melemahkan
pemahaman terorisme yang telah terbentuk
di dalam suatu kelompok atau individu
(Norman 2019). Menurut Spalek (2016),
diperlukan sebuah lingkungan yang bersifat
suportif untuk melawan radikalisme, selain
tersedianya keamanan hak asasi, pertukaran
informasi, dan perlindungan.

Lembaga pemasyarakatan dapat dan
selayaknya menjadi institusi yang mampu
memberikan fungsi fasilitasi dalam proses
deradikalisasi dalam rangka melawan
perkembangan  tindakan terorisme di
masyarakat. Dengan proses deradikalisasi
tersebut, tentunya pemahaman tentang
tindakan kekerasan sebagai solusi dari
segala permasalahan, dan penanaman
tentang nilai kebenaran yang terbatas dapat
diterapkan di dalam diri dari setiap individu
atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan
terorisme dalam skala apapun.
Deradikalisasi sendiri, sebagaimana
dinyatakan oleh Baaken et al. (2020),
merupakan sebuah proses penyingkiran
paham  ekstrim untuk  menghasilkan
individu-individu yang memiliki fungsi
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sosial yang optimal dan positif di
masyarakat terlepas dari model sosial yang
dihadapinya, sehingga tercipta individu yang
proaktif dan inklusif.

Tindak pidana terorisme merupakan
salah satu tindak pidana dengan hukuman
terberat di Indonesia. Pemidanaan terhadap
pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia
tidak di kenakan kepada pelaku utama saja,
seperti pelaku pengeboman atau
pembunuhannya, melainkan juga dikenakan
terhadap orang yang memiliki keterkaitan
dengan pelaku kejahatan teroris tersebut,
misalnya orang yang dengan sengaja
memberi bantuan atau kemudahan kepada
pelaku atau memberikan uang atau finansial
kepada pelaku, orang yang
menyembunyikan informasi pelaku teroris.
Terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku
tindak pidana teroris hal tersebut merupakan
persoalan yang sangat urgent mengingat
dalam menjaga stabilitas keamanan di
kemudian hari. Hal ini menjadikan lembaga
pemasyarakatan sebagai tempat sangat
strategis yang memiliki peranan dalam
melakukan  pembinaan terhadap para
narapidana teroris untuk tidak mengulangi
perbuatannya. Tentunya pola pembinaan
narapidana  teroris  berbeda  dengan
narapidana lainnya, dimana dari hasil
wawancara awal, ditemukan bahwa dalam
masa pembinaan mental, narapidana teroris
tidak diperkenankan memberikan dakwah.
Penempatan narapidana teroris di Lembaga
Pemasyarakatan harus dilakukan secara hati-
hati dengan mempertimbangkan tingkat
resiko setiap individu narapidana teroris,
pelaksanaan program pembinaan mental dan
kemampuan Lembaga Pemasyarakatan
dalam membina narapidana teroris, karena
hal tersebut akan mempengaruhi efektivitas
keberhasilan proses deradikalisasi untuk
menyadarkan dan meluruskan ideologi
narapidana teroris sehingga tidak
mengulangi  tindakan  kejahatan  lagi.
Persoalan penempatan narapidana teroris di
Lembaga Pemasyarakatan hal ini merupakan
persoalan yang sulit mengingat narapidana
teroris memiliki karakteristik khusus dan
tingkat resiko yang cukup tinggi (high risk).
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Efektivitas pembinaan mental
narapidana terorisme khususnya sampai saat
penelitian ini dilakukan belum dapat
dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat di
lihat dari adanya pengulangan tindak pidana
yang sama (residivis) dan belum mempunyai
pembina Lembaga Pemasyarakatan yang
mampu menghapus ideologi radikal dari
narapidana terorisme. Bahkan narapidana
teroris yang justru membangun jaringan dan
merekrut anggota baru di Lembaga
Pemasyarakatan.  Deradikalisasi ~ masih
dilihat sebagai salah satu upaya, tetapi
belum dinilai sebagai langkah strategis
dalam mengatasi terorisme. Hasil dari
penelitian yang dituliskan oleh Dechesne
(2011) menjadi dasar dari pernyataan di
atas. Menurutnya, deradikalisasi bukanlah
kebijakan yang bersifat lunak dalam upaya
penanggulangan terorisme, tetapi upaya
strategis yang Dbersifat preventif dan
sustainable. Pernyataan tersebut tentunya
bukan tanpa alasan. Terbukti dari
penerapannya di sejumlah lapas di berbagai
negara maju, deradikalisasi mampu
menurunkan  kasus kekerasan dengan
menitikberatkan pada upaya pencegahan dan
bukan upaya penindakan. Deradikalisasi
mampu mendorong individu-individu yang
keras dan ekstrim untuk kembali ke jalan
dialog dan negosiasi. Langkah strategis
disini  adalah  keberhasilannya  dalam
menanggulangi terorisme dengan mengubah
pelaku-pelaku teror menjadi individu yang
juga memerangi teror secara internal dalam
diri mereka masing-masing.

Terkait dengan perkembangan pelaku
tindak pidana terorisme sudah banyak yang
telah dikenai hukuman pidana penjara,
namun ternyata tidak menyadarkan para
pelaku untuk terus berbuat teroris sebagai
bentuk pembalasan dendam bagi
kelompoknya  yang telah  menjalani
pemidanaan. Secara subjektif, para pelaku
yang telah dikenai sanksi pidana setelah
menjalani hukuman (Residivice) ternyata
tidak mampu memberikan efek perbaikan
baik kepada dirinya sendiri maupun kepada
kelompoknya. Sifat-sifat radikal yang ada
dalam keyakinan dan pemikiran pelaku tetap
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tertanam kuat, meskipun mereka telah
menjalani hukuman. Hukuman penjara
ternyata tidak mampu memiliki efek-efek
rehabilitasi dan resosialisasi secara subjektif
bagi pelaku setelah menjalani hukuman.
Hasil penelusuran penulis di dapatkan
bahwa penjara dijadikan sebagai titik balik
bagi terpidana terorisme untuk bertindak
lebih berani untuk melakukan kejahatan.

Dari optik kebijakan kriminal bahwa
proses pembinaan narapidana yang telah di
laksanakan selama ini kurang berhasil, salah
satu indikator yang bisa di jadikan
parameter, semakin tingginya angka
Reconvictida (penghukuman kembali) dan
Residivis di masyarakat. Hal ini terlihat dari
hasil penelitian yang dilakukan oleh tim
Fakultas Hukum Unisba tahun 2013 di
Lapas Wilayah Nusakambangan, bahwa
rata-rata 35 % narapidana dikatagorikan
sebagai penghukuman kembali. Esensi ini
membuktikan bahwa kebijakan kriminal
terhadap pembinaan narapidana selama ini
patut dipertanyakan sebagai usaha rasional
masyarakat dalam penanggulangan
kejahatan (Ravena 2017). Fakta tersebut
membuktikan bahwa upaya deradikalisasi di
dalam lapas masih belum mendapatkan
prioritas  yang kuat dalam rangka
menanggulangi kasus terorisme. Sejauh ini
penanggulangan terorisme masih
menggunakan upaya-upaya represif seperti
hukuman penjara dalam jangka waktu yang
panjang atau hukuman mati, dengan harapan
bahwa siapapun yang memiliki dorongan
untuk melakukan tindakan terorisme dapat
mengurungkan  niatnya.  Tetapi pada
dasarnya terorisme didorong oleh nilai-nilai
yang sifatnya fundamental dan mengakar
seperti penyimpangan pemahaman agama
yang dalam pemahaman ekstrim selalu
berada di atas segalanya.

Sebagai ilustrasi penulis memberikan
gambaran peristiwa pengeboman di Hotel
JW Marriot tahun 2009, terpidana teroris
Urwah pertama kali di tangkap berperan
menyembunyikan informasi keberadaan
Noordin M. Top. Dalam aksi kedua
terpidana Urwah menjadi salah satu pelaku
perancangan pengeboman di Hotel JW
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Marriot. Hal yang sama dilakukan oleh Afif
alias Sunakim. Terpidana Afif alias Sunakim
pelaku pengeboman di Sarinah Jakarta tahun
2016, awalnya terpidana Afif alias Sunakim
dia hanya terlibat dalam pelatihan militer di
Aceh pada tahun 2010. Setelah bebas Afif
alias Sunakim menjadi pelaku utama
serangan pengeboman di Sarinah.
Sehubungan dengan ilustrasi kasus
teroris tersebut diatas apabila kita kaji dan
telusuri hal tersebut banyak dilakukan oleh
pelaku-pelaku residivis mampu orang-orang
yang mempunyai hubungan erat dengan
pelaku sebelumnya, pernyataan tersebut
diatas dapat menimbulkan pertanyaan dan
perdebatan mengenai efektivitas
keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan
dalam membina narapidana khususnya
pembinaan mental narapidana teroris. Oleh
karena itu dari rentelan peristiwa terorisme
tersebut diatas mengindikasikan bahwa
mantan narapidana atau residivis teroris
berpotensi besar untuk mengulangi kembali
perbuatannya. Menurut catatan Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT), setidaknya ada 15 persen dari 600
narapidana tindak pidana terorisme yang
sudah bebas kembali menjadi teroris dengan
kualifikasi yang meningkat (Firdaus 2017).
Indikator keberhasilan program
deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT
dan Kementerian Hukum dan HAM
terhadap narapidana terorisme, salah satunya
adalah bahwa narapidana teroris menyadari
kesalahannya dan tidak lagi mengulang
perbuatannya, terorisme setelah bebas dari
Lembaga Pemasyarakatan. Menurut agama
Islam narapidana harus bertobat, tobat
menurut pandangan islam harus dilakukan
segera dan diiringi dengan tekad untuk tidak
mengulangi kejahatan-kejahatan yang telah
diperbuat. Kesungguhan dalam bertobat
harus dibuktikan dalam bentuk
melaksanakan perbuatan-perbuatan baik.
Pemahaman ini kemudian membuat lapas
lengah  karena  tanpa  deradikalisasi,
perubahan persepsi tentang apa yang baik di
mata para narapidana terorisme tidak terukur
dengan optimal. Apabila didalami dengan
seksama, perbuatan teror yang dilakukan
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para narapidana terorisme adalah perbuatan
yang baik menurut mereka, yang disebabkan
oleh mengakarkuatnya paham ekstrimisme
yang memunculkan ketidakberimbangan
persepsi internal dan persepsi masyarakat
tentang apa yang baik. Terorisme
menitikberatkan pada apa yang baik bagi
pelakunya terlepas dari penilaian eksternal.
Suarda (2020) menyatakan bahwa salah satu
tantangan dalam penanggulangan terorisme
di Indonesia adalah sulitnya mengubah
pemahaman pelaku terorisme bahwa mereka
adalah pahlawan dan orang dengan
pemahaman agama terbaik menurut mereka
sendiri. Inilah mengapa deradikalisasi
selayaknya dapat menjadi ujung tombak
perlawanan terhadap terorisme.

Berkembangnya jaringan teroris dan
fenomena pelaku yang dilakukan oleh
Residivis, serta efektivitas Lembaga
Pemasyarakatan dalam  menanggulangi
tindak pidana teroris hal tersebut menjadi
pertanyaan  serius apakah  efektivitas
Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan
narapidana pada saat ini masih relevan atau
memerlukan pembaharuan model-model
pembinaan narapidana di masa depan. Oleh
karena itu diperlukan kajian ilmiah yang
komprehensif dan mendalam dalam upaya
pencegahan dan penanggulangan kejahatan
terorisme. Berdasarkan dari latar belakang
masalah yang telah di uraikan di atas, maka
permasalahan yang akan dibahas adalah: (1)
sejauh mana pemberdayaan Lapas Kelas III
Gunung Sindur Bogor dapat melaksanakan
pembinaan mental narapidana teroris
sebagai wujud tujuan pemasyarakatan?; dan
(2) bagaimana alternatif model pembinaan
narapidana teroris program rehabilitasi di
masa yang akan datang?

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis
empiris, yaitu cara prosedur yang
dipergunakan untuk memecahkan masalah
penelitian dengan cara meneliti data
sekunder terlebih dahulu untuk kemudian
dilanjutkan dengan mengadakan penelitian
data primer di lapangan (Soekanto and
Mamudji 1985). Sumber data sekunder
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berupa peraturan perundang-undangan, data
kepustakaan dan literature yang berkaitan
dengan narapidana teroris, kemudian
diperkuat dengan kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) dengan para pejabat di
lingkungan pemasyarakatan dan
pengumpulan data lapangan ke Lembaga
Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sindur
Bogor.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi dan Peran Lapas dalam
Mengoptimalkan Fungsi Pembinaan
Mental dan Deradikalisasi
Narapidana.

Lapas Kelas III Gunung Sindur salah
satu lapas yang khusus menangani perkara-
perkara yang berkaitan dengan narapidana
beresiko tinggi diantaranya narapidana
tindak pidana teroris, yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan
narapidana yang tujuannya untuk menyadari
kesalahan, = memperbaiki  diri, tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat di
terima kembali secara wajar sebagai seorang
warga yang baik dan bertanggung jawab
(Hamja 2015).

Teori  psikologi  secara  spesifik
mempertanyakan mengapa individu atau
kelompok masyarakat begitu mudah tertarik
bergabung dengan organisasi teroris. Teori
psikologi  menjelaskan  tentang  aspek
kejiwaan individu atau kelompok pelaku
terorisme, yang meliputi proses rekruitmen,
pengenalan, kepribadian, keyakinan, dan
motivasi anggota  jaringan terorisme.
Melalui penjelasan psikologi akan diketahui
latar belakang pelaku teroris, misalnya
faktor keterasingan individu atau kelompok
secara sosial (Ritzer 1996). Berdasarkan
analisis psikologis, dapat ditemukan fakta
bahwa individu atau kelompok yang direkrut
menjadi teroris tersebut adalah mereka yang
mengalami gangguan dalam kepribadiannya.
Mereka adalah kelompok orang yang
bermental sakit (mentalillnes), sehingga
berani melakukan perbuatan yang penuh
resiko seperti bom bunuh diri (Nursalim
2017).
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Dalam bukunya, Alexander, Adeniran,
dan Kilmarx (1983) menyatakan bahwa
terdapat tiga substansi yang diproduksi di
dalam tubuh yang berada di dalam tekanan ;
norepinephrine, komponen yang diproduksi
oleh kelenjar adrenal dan saraf simpatis dan
berasosiasi dengan respon psikologis “fight
atau flight” dari individu yang tengah berada
dalam kondisi tertekan. Selanjutnya, ada
acetykcholine, yang dihasilkan oleh saraf
parasimpotetis  dan  aksi-aksi  untuk
meningkatkan respon norepinephrine, dan
endorphins dalam otak sebagai respon
terhadap tekanan dan membius otak,
sehingga menjadi 100 kali lebih kuat
daripada morphine. Karena substansi-
substansi ini ada dalam diri teroris, maka
disimpulkan bahwa kebanyakan kekerasan
yang dilakukan teroris tidak berakar pada
fakta kejiwaan, karena sebagian diakibatkan
penerimaan atas respon isu yang di picu
tekanan. Kesimpulan dari pemikiran tersebut
bahwa menyebarnya terorisme dapat
disebabkan oleh efek penularan (Contagion
effects).

Pertanyaan mendasar psikologi terkait
terorisme adalah “Apakah terorisme adalah
orang-orang yang mengalami gangguan
kejiwaan atau gangguan kepribadian ?”
McCouley menyatakan 30 tahun lalu (dari
tahun 2002). Pertanyaan itu telah dibahas
secara serius, riset-riset psikologi tidak
menemukan adanya psikopotologi ataupun
gangguan kepribadian pada teroris. Hasil
wawancara kepada teroris dan mantan
teroris hanya menemukan sedikit gangguan
setelah hasil penelitian mereka di cocokkan
dengan DSM  American  Psychiatrie
Association (Rufaedah, Sarwono, dan Putra
2017).

Lapas seharusnya menjadi tempat
pembinaan para pelaku kejahatan. Idealnya
terjadi perubahan perilaku dan psikologi
mental narapidana sehingga setelah keluar
dapat menjadi orang berperilaku baik dan
berguna bagi masyarakat. Untuk menangani
narapidana yang berisiko tinggi (terorisme)
Ditjen Pemasyarakatan telah menetapkan
peraturan Dirjen Pemasyarakatan Nomor
PAS-58.0T.03.01 Tahun 2010 tentang
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Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana
Risiko Tinggi (Protap Perlakuan Narapidana
Risiko Tinggi). Narapidana risiko tinggi
harus mendapatkan perlakuan khusus untuk
mengurangi atau bahkan menghilangkan
risiko yang ditimbulkan.

Pengelolaan tahanan berisiko tinggi,
terutama dalam rencana pembinaan mental
tidak dapat berhasil tanpa diawali dengan
dilakukannya penilaian resiko. Penilaian
harus  dilakukan oleh Lapas untuk
menentukan  apakah  narapidana  itu
menimbulkan risiko untuk diri mereka
sendiri maupun orang lain. Penilaian harus
dilakukan ketika seorang narapidana
pertama masuk ke dalam penjara dan
diulang secara berkala. Penilaian ini di
mulai pada saat masa persidangan untuk
memberikan informasi kategorisasi yang
paling cocok dan penempatan tahanan
sebelum di vonis (Haryono 2017).

Tidak hanya mental, transformasi
pemahamn tentang terorisme juga harus
diperhatikan, dan setiap stakeholders
memegang peranan yang sama kuat dalam
proses deradikalisasi ini. Lapas tidak
mungkin berhasil memerangi terorisme
dengan penerapan deradikalisasi tanpa
melibatkan ~ anggota  keluarga  para
narapidana terorisme yang ditahan di dalam
lapas. Deradikalisasi dengan melibatkan
setiap pihak yang terkait akan mampu
menghentikan, menghilangkan, atau bahkan
menetralkann radikalisme di dalam diri
seseorang (Riyanta, Rahayu, dan Mamoto
2021). Dengan demikian, deradikalisasi
dapat menjadi solusi untuk mewujudkan
tujuan akhir dari peperangan terhadap
terorisme, yaitu mengarahkan narapidana
teroris untuk meninggalkan perbuatan-
perbuatan kekerasan yang dapat merugikan
banyak pihak (Coppock and Mecgovern
2014).

Menurut (Ashour 2010), keberhasilan
dari upaya deradikalisasi ditentukan oleh
empat variabel penting yaitu: (1) munculnya
kepemimpinan karismatik yang mampu
mengendalikan orang-orang di sekitarnya;
(2) upaya represif pemerintah terhadap
pergerakan individu atau kelompok yang
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mengedepankan kekerasan; (3) pendekatan
selektif terhadap para pelaku terorisme dari
pihak-pihak yang berperan penting seperti
keluarga dan guru; dan (4) interaksi sosial
antara lapisan masyarakat. Penanggulangan
terorisme tidak mungkin hanya dilakukan
oleh lapas. Diperlukan pihak-pihak eksternal
yang menjadi katalisator dari upaya-upaya
deradikalisasi  yang  dilakukan lapas,
sehingga kebenaran yang ditanamkan di
dalam lapas terhadap pelaku terorisme dapat
tercermin di masyarakat dan kemudian
menjadi kebenaran estafet yang
membuktikan nilai-nilai positif yang bersifat
general dan holistik dalam kehidupan sehari-
hari.

2. Upaya dan Hambatan Aktivitas
Pemberdayaan Lapas Kelas III
Gunung Sindur Bogor sebagai
Wujud Pelaksanaan Pembinaan
Mental dan Fasilitas Deradikalisasi
Narapidana Teroris.

Berdasarkan pengalaman yang dilalui
lembaga pemasyarakatan terkait upaya-
upaya rehabilitasi narapidana pada kasus
terorisme, terutama pembinaan yang
dilakukan Lapas Gunung Sindur, sejauh ini
masih belum memberikan dampak yang
signifikan  dalam  mengarahkan atau
memperbaiki pola pemikiran, ideologi,
ataupun  perilaku  narapidana  kasus
terorisme.

Model pembinaan yang dilakukan di
Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur
dalam merehabilitasi narapidana kasus
terorisme, lebih difokuskan pada perubahan
kepribadian dan tidak memperhatikan
fungsi-fungsi ataupun upaya-upaya
pembinaan. Model ini diterapkan karena
pengelola lapas menilai bahwa akar dari
permasalahan pada kasus terorisme adalah
nilai-nilai yang membentuk kepribadian para
narapidana terorisme itu sendiri, yang
dianggap melenceng atau menyimpang.
Meski  demikian, program perubahan
kepribadian ini tidak memberikan hasil yang
optimal karena adanya berbagai halangan
dan hambatan yang dihadapi oleh pengelola
Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur.
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Hambatan yang pertama adalah
kurangnya jumlah petugas lapas yang dapat
ditempatkan dalam program rehabilitasi
narapidana terorisme, apabila dibandingkan
dengan jumlah narapidana yang ditampung
dalam lembaga pemasyarakatan.
Ketimpangan rasio jumlah narapidana dan
petugas lapas menyulitkan Lembaga
Pemasyarakatan Gunung Sindur untuk
memberikan dampak yang optimal dalam
pelaksanaan program-program perubahan
kepribadian yang diberikan terhadap
narapidana, bahkan terkadang beberapa
narapidana cenderung tidak terlayani secara

optimal. Ketidakoptimalan program
perubahan kepribadian juga ditambah
dengan ketidakhadiran tenaga

berkemampuan baik atau tenaga ahli dalam
program perubahan kepribadian seperti
psikolog atau psikiater. Petugas lapas hanya
menjalankan prosedur operasional standar
dalam pelaksanaan program perubahan
kepribadian, tanpa memiliki ilmu dasar
tentang kepribadian sendiri. Ketidakhadiran
tenaga ahli dalam proses perubahan
kepribadian juga disebabkan oleh minimnya
anggaran yang dialokasikan pemerintah
untuk pengelolaan lembaga pemasyarakatan.

Faktor lain yang juga ditemukan
sebagai hambatan pada pelaksanaan
program perubahan kepribadian yang
dilakukan di lembaga pemasyarakatan,
khususnya ~ Lembaga  Pemasyarakatan
Gunung Sindur adalah tidak adanya
sinergitas atau sinkronisasi antara program
perubahan kepribadian yang diterapkan pada
para narapidana dengan latar belakang para
narapidana tersebut sebelum terlibat dalam
kasus terorisme. Sehingga selain tidak
memberikan nilai tambah yang optimal
terhadap  narapidana, program  yang
ditawarkan juga seringkali tidak diminati
oleh narapidana terorisme. Kurangnya minat
ini, kemudian meminimalisir kontribusi
narapidana terhadap keberhasilan
pelaksaanaan program perubahan
kepribadian yang dijalankan, sehingga
seringkali narapidana cenderung terlihat
enggan untuk mengikuti program-program
yang diterapkan pada mereka.
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Adapun program perubahan kepribadian
yang dilaksanakan di Lembaga
Pemasyarakatan Gunung Sindur antara lain
adalah program pembelajaran Hukum Islam
(atau Agama Islam) sesuai Al-Qur’an dan
Sunnah, sebagai jalan untuk mengembalikan
para narapidana terorisme ke ideologi yang
benar. Program ini juga dikenal sebagai
program santri di Lembaga Pemasyarakatan
Gunung Sindur. Dalam program ini, para
narapidana diberikan pemahaman yang
benar tentang agama Islam yang sesuai
dengan aturan Al-Qur’an, yang pada intinya
sangat menentang perilaku-perilaku teror
yang dijalankan oleh narapidana terorisme.
Tujuan dari program santri ini adalah untuk
mengikis pemahaman menyimpang yang
tertanam di benak para narapidana, terutama
pemahaman yang mendasari penilaian
narapidana tersebut terkait nilai-nilai
kebenaran yang menjadi rujukan bagi para
narapidana tersebut untuk menentukan apa
yang benar dan apa yang salah

Selain itu, program lain yang masih
terkait dengan pemahaman terhadap Al-
Qur’an adalah program hafalan atau Tahfidz
Qur’an. Dalam program ini, selain diberikan
pemahaman yang benar tentang nilai-nilai
agama Islam, para narapidana juga
diarahkan untuk menghafal Al-Qur’an
sebagai bekal spiritual mereka ketika
kembali ke masyarakat setelah masa tahanan
mereka berakhir. Meskipun relatif baru,
(baru berjalan kurang lebih selama 4 bulan)
program ini telah berhasil menelurkan
beberapa penghafal Al-Qur’an, meskipun
perubahan kepribadian yang dihasilkan
dinilai masih belum optimal. Para penghafal
Al-Qur’an  yang telah  menunjukkan
perubahan positif kemudian diarahkan untuk
menjadi imam dalam pelaksanaan ritual
shalat, dan pengajar Al-Qur’an bagi
narapidana lainnya, meskipun dalam
pengawasan yang cukup ketat. Arah dari
perubahan kepribadian dalam program
penghafal Al-Qur’an dan penanaman nilai-
nilai Islam sesuai Al-Qur’an dan Sunnah
yang dilakukan oleh Lembaga
Pemasyarakatan Gunung Sindur, adalah
untuk memberikan kesempatan bagi para
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narapidana untuk memberikan manfaat
positif bagi masyarakat di sekitarnya,
sehingga terdapat kebanggaan yang bersifat
positif di dalam diri mereka.

Untuk memberikan dampak yang
optimal dalam pemberlakukan program
perubahan kepribadian, Lembaga
Pemasyarakatan Gunung Sindur harus
memperhatikan beberapa faktor penting
yaitu rasio antara petugas lapas dan
narapidana, dengan mengutamakan
kehadiran tenaga ahli berupa psikolog atau
psikiater untuk memberikan efek perubahan
yang mendalam dan sesuai dengan
kebutuhan  masing-masing  narapidana
terorisme. Dengan rasio yang seimbang,
maka perhatian yang diberikan petugas lapas
akan sesuai dengan kebutuhan para
narapidana  tersebut  dalam  rangka
mengoptimalkan perubahan kepribadian.

Selain secara internal, pemerintah
sebagai salah satu stakeholders dalam proses
perubahan narapidana teroris ini juga harus
lebih memperhatikan pembentukan dan
alokasi anggaran yang dikucurkan kepada
lembaga pemasyarakatan, khususnya
Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur,
sehingga lembaga pemasyarakatan memiliki
kekuatan finansial yang cukup untuk
melaksanakan berbagai program perubahan
kepribadian  yang  dibutuhkan  untuk
mengubah kepribadian, sekaligus membina
narapidana dengan cara membekali mereka
dengan berbagai keahlian kerja sebagai
modal asimilasi. Perlu dipahami bahwa
deradikalisasi bukanlah hal yang sederhana,
mudah  ataupun  murah. Narapidana
terorisme yang pada dasarnya sudah
kehilangan arah dalam kehidupan, sehingga
mengambil jalan singkat untuk mencapai
keunggulan yang hakiki, tidak memiliki
tuyjuan yang kuat dalam  hidupnya.
Penanaman tujuan ini harus dilakukan
dengan penanaman fungsi, pemahaman,
kemampuan dan ilmu tentang keberhasilan
sesungguhnya dalam nilai Islam terkait
kehidupan di dunia, yaitu menjadi manusia
yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
Variasi program pembinaan juga dapat
meningkatkan rasa ketertarikan narapidana
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terhadap program-program yang dijalankan,
sehingga kontribusi mereka dalam program
tersebut dapat menjadi optimal. Terakhir,
Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur
harus memastikan terciptanya sinergi dan
sinkronisasi yang baik antara latar belakang
narapidana dengan program pemberdayaan
yang diberikan di dalam lembaga
pemasyarakatan. Dengan demikian, fungsi
dan manfaat yang diberikan dari program-
program yang diberlakukan di lembaga
pemasyarakatn akan mencapai tingkatan
yang optimal.

D. Simpulan dan Saran

Kegiatan pemberdayaan yang
dijalankan di Lapas Gunung Sindur masih
belum mencapai hasil yang optimal karena
beberapa hambatan seperti
ketidakseimbangan rasio antara narapidana
dan petugas lapas, ketidakhadiran tenaga
ahli dalam pelaksanaan program
pemberdayaan dan perubahan kepribadian,
minimnya alokasi anggaran yang diberikan
pemerintah, dan tidak adanya sinergitas dan
sinkronisasi antara program yang diberikan
terhadap narapidana dengan latar belakang
narapidana sebelum terlibat dalam kasus
terorisme.

Untuk  mengoptimalkan  program
perubahan kepribadian dan pemberdayaan,
Lapas Gunung Sindur harus memperhatikan
beberapa faktor penting yaitu rasio petugas
lapas dan narapidana, dengan
mengedepankan kehadiran tenaga ahli yaitu
psikiater atau psikolog dalam proses
pemberdayaan, dan memberlakukan
program-program yang sesuai dengan minat
dan bakat serta latar belakang narapidana
sehingga akan menghasilkan tingkat
kontribusi dan keberhasilan perubahan
kepribadian yang optimal.

Penelitian lanjutan tentang bidang ini
masih perlu dilakukan karena adanya
berbagai keterbatasan. Keterbatasan yang
pertama adalah penelitian ini dilakukan di
satu lembaga pemasyarakatan, sehingga
tidak dapat menggambarkan keadaan
pemberdayaan narapidana teroris dalam
lingkup yang lebih luas. Selain itu, fokus
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pemberdayaan hanya ditekankan pada
narapidana yang terlibat dalam kasus
terorisme, sementara model pemberdayaan
yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan
juga  harus mampu  mengakomodir
kebutuhan narapidana lainnya.
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Terimakasih dan penghargaan setinggi-
tingginya penulis sampaikan kepada Kepala
Lapas, Petugas Lapas, dan narapidana kasus
terorisme di Lembaga Pemasyarakatan
Gunung Sindur yang telah memberikan
pihak memberikan kontribusi yang sangat
berharga dalam proses penelitian ini,
sehingga penelitian ini dapat memberikan
hasil yang optimal, tidak hanya bagi penulis
tetapi juga bagi perkembangan ilmu
pengetahuan dan proses pembentukan
kebijakan pengelolaan lembaga
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